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KATA PENGANTAR 

 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan 

Taufik dan Hidayah-Nya jualah kami telah berhasil menyusun Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (LPPD) Tahun 2017 dan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2017 dari Dinas Penanaman 

Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan. 

 Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Gubernur Kalimantan Selatan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan serta 

informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. 

 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2017 dari Dinas 

Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan ini memuat visi, misi prioritas 

dan sasaran pelaksanaan kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing 

kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya 

pemecahannya.  

 Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan 

sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

program yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD khususnya dan Pemerintah 

Provinsi Kalsel umumnya pada tahun-tahun berikutnya. 

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam 

pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami 

mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan 

kemajuan dalam pelaksanann kegiatan/program kedepan, dan kepada semua pihak 

yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih. 

Banjarmasin,     Januari 2018 

KEPALA DINAS PM DAN PTSP 

PRIVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

 

Ir. H. Nafarin, MP 

NIP 19620513 198903 1 001 
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LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) dan 

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAEAH (LPPD) 

TAHUN 2017 

 

I. URUSAN DESENTRALISASI ( URUSAN PENANAMAN MODAL ) 

A. PROGRAM DAN KEGIATAN 

1. Program 

Program Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh 

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan 

adalah sebagai berikut: 

1) Pelayanan Administrasi Perkantoran ; 

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; 

3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; 

4) Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian 

Kinerja dan Keuangan ; 

5) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi ; 

6) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ; 

7) Peningkatan Kapsitas dan Kualitas Layanan Publik ; 

8) Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan ; 

 

2. Kegiatan 

Dari program tersebut di atas, dijabarkan menjadi 

kegiatan. Adapun kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun Anggaran 2017 

adalah sebagai berikut : 

1)   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 

kegiatan: 

 Penyediaan jasa surat-menyurat 

 Penyediaan jasa komunikasi,Sumber daya air dan listrik 

 Penyediaan jasa kebersihan kantor 

 Penyediaan jasa Administrasi keuangan 

 Penyediaan alat tulis kantor 
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 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

 Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan 

bangunan kantor 

 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 

 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

 Penyediaan makanan dan minuman 

 Rapat koordinasi Koordinasi dan konsultasi ke luar 

daerah 

 Rapat koordinasi Koordinasi dan konsultasi dalam 

daerah 

 Penataan Perpustakaan 

 Penyediaan Jasa Teknis Perizinan 

2)   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 

dengan kegiatan: 

 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

 Pengadaan peralatan gedung kantor 

 Pengadaan komputer 

 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional 

 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 

3)   Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 

dengan kegiatan: 

 Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan 

Bimbingan Teknis PNS 

4) Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, 

Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan: 

 Penatalaksanaan perencanaan dan pelaporan program 

penanaman modal 
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 Penyusunan pelaporan triwulan dan pelaporan keuangan 

akhir tahun 

5)   Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, 

dengan kegiatan: 

 Pengembangan dan pemberdayaan usaha 

 Penyelenggaraan pameran investasi 

 Penyusunan Dokumen (Buku) peluang dan potensi 

investasi daerah 

 Pelaksanaan sistem informasi perizinan dan penanaman 

modal 

 Pelayanan penanaman modal 

 Forum kawasan industri Kalimantan Selatan 

6)   Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, 

dengan kegiatan: 

 Pengawasan dan pelaksanaan task force dalam rangka 

penyelesaian permasalahan investasi 

 Monitoring dan evaluasi perkembangan dan 

permasalahan investasi 

 Perencanaan penanaman modal tingkat provinsi dan 

pusat 

7)   Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan 

Publik, dengan kegiatan: 

 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) 

 Penyusunan standar pelayanan SMM ISO 9001:2008 

8)   Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan, 

dengan kegiatan: 

 Sosialisasi perizinan produksi dan industri 

 Sosialisasi perizinan perekonomian dan sosial se Kalsel 

 Rapat koordinasi perizinan perekonomian dan sosial 

dengan Instansi terkait dan Kab/Kota se Kalsel 

 Rapat koordinasi perizinan produksi dan industri dengan 

Instansi terkait dan Kab/Kota se Kalsel 
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 Peninjauan Lapangan untuk syarat teknis pemberian 

produksi dan industri 

 Peninjauan lapangan untuk syarat teknis pemberian izin 

bidang perizinan sarana perekonomian dan sosial 

 Aplikasi dan sistem informasi pengelolaan perizinan 

secara online 

 

 

B. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL 

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 610/9803/Bangda tanggal 20 Desember 

2017 tentang pelaporan capaian penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM), dimana tidak terdapat SPM pada urusan 

Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
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C.  REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

Sesuai Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, Sasaran utama penanaman 

modal yang ingin dicapai pada tahun 2017 yakni peningkatan 

investasi. Target realisasi investasi PMA dan PMDN adalah sebesar 

Rp8,1 Trilyun. Selain itu juga ditargetkan persentase peningkatan 

realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar 15%. Adapun rincian 

pencapaian target SKPD disajikan dalam tabel berikut : 

No Indikator Kinerja Target  2017 Realisasi 2017 

1 Realisasi Investasi PMA 

dan PMDN 

8.100.000.000.000 6.248.820.000.000 

(77,16%) 

2 Persentase Peningkatan 
Realisasi Investasi PMA 

dan PMDN 

15% -34,25% 
(-2,28%) 

3 Nilai Persetujuan 

Investasi / Rencana 
Investasi 

9.700.000.000.000 12.536.762.800.000 

4 Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

B B 

 

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 

anggaran 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan program dan 

kegiatan seperti yang telah direncanakan. Namun untuk mengetahui  

sampai sejauh mana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan 

perlu dilakukan evaluasi kinerja. Pada tahun anggaran 2017, 

DPMPTSP Prov.Kalsel melaksanakan 8 (delapan) Program yang terdiri 

dari 42 (empat puluh dua) kegiatan. Adapun Tingkat pencapaian 

program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi kalimantan Selatan Tahun anggaran 

2017 sebagai berikut: 
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I. Program Kegiatan Non-Urusan (rutin perkantoran dan 

kesekretariatan) 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi 

kinerja  (fisik) sebesar  100,00%, 

 dengan Kegiatan : 

- Penyediaan jasa surat menyurat dengan realisasi kinerja  (fisik) 

100,00%  

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan 

realisasi kinerja   (fisik) 100,00%  

- Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan realisasi kinerja  

(fisik) 100,00%  

- Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan realisasi kinerja  

(fisik) 100,00%  

- Penyediaan alat tulis kantor kinerja/fisik dengan realisasi kinerja  

(fisik)  100,00%  

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi 

kinerja  (fisik) 100,00%  

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor dengan realisasi kinerja  (fisik) 100,00%  

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

dengan realisasi kinerja  (fisik) 100,00%  

- Penyediaan Bahan Logistik dengan realisasi kinerja (fisik) 

100,00% 

- Penyediaan makanan dan minuman dengan realisasi kinerja  

(fisik) 100,00%  

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan 

realisasi kinerja  (fisik) 100,00%  

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan 

realisasi kinerja  (fisik) 100,00%  

- Penataan perpustakaan dengan realisasi kinerja  (fisik) 100,00%  

- Penyediaan jasa teknis perizinan dengan realisasi kinerja  (fisik) 

100,00%  
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2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 

realisasi kinerja  (fisik) 100,00%, dengan kegiatan : 

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan realisasi kinerja  

(fisik) 100,00%  

- Pengadaan peralatan gedung kantor dengan realisasi kinerja  

(fisik) 100,00%  

- Pengadaan komputer dengan realisasi kinerja  (fisik) 100,00%  

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

dengan realisasi kinerja  (fisik) 100,00%  

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan realisasi 

kinerja  (fisik) 100,00% 

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan 

realisasi kinerja  (fisik) 100,00% 

- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan realisasi 

kinerja (fisik) 100,00%  

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

dengan realisasi kinerja  (fisik) 100,00%, dengan kegiatan : 

- Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 

PNS dengan realisasi  kinerja  (fisik) 100,00%  

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, 

Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi 

kinerja  (fisik) 100,00%, dengan kegiatan : 

- Penyusunan pelaporan triwulan dan pelaporan keuangan akhir 

tahun dengan realisasi kinerja  (fisik) 100,00% 

- Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program 

Penanaman Modal dengan realisasi kinerja  (fisik) 100,00% 

dengan hasil 7 dokumen perencanaan dan pelaporan. 
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II. Program Kegiatan Urusan Penanaman Modal 

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.328.780.000,- dan teralisasi 

sebesar Rp. 3.165.536.750,- atau 95,10% dan realisasi fisik sebesar 

100,00%. Kegiatan–kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : 

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi 

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.700.000.000,- dan 

teralisasi sebesar Rp. 1.592.484.550,- atau 93,68% dan realisasi 

fisik sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah 

pelaksanaan pameran di dalam dan luar negeri sebanyak 11 

kali dan potensi investasi daerah yang dipromosikan sebanyak 

10 potensi: pembibitan dan penggemukan sapi potong, industri 

semen, pengolahan rumput laut, budidaya ikan kerapu, 

pengeloahan ikan air tawar, Kawasan Industri Jorong, Kawasan 

Industri Batulicin, wisata Pasar Terapung, pengembangan 

Loksado, Industri Hilir kelapa sawit. 

b. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha 

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,- dan teralisasi 

sebesar Rp. 291.261.300,- atau 97,07% dan realisasi fisik 

sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah jumlah 

kemitraan dunia usaha 3 Kemitraan. 

c. Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal 

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 278.780.000,- dan teralisasi 

sebesar Rp. 262.277.550,- atau 94,08% dan realisasi fisik 

sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah 

terlaksananya Sosialisasi Kebijakan di bidang Penanaman 

Modal 2 kali: 1) Pedoman dan Tatacara Izin Prinsip Penanaman 

Modal serta SPIPISE ; 2) Izin Usaha dan SPIPISE, 1 Dokumen 

Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten/Kota se 

Kalimantan Selatan terkait SPIPISE, 1 Dokumen Data Perizinan 

Penanaman Modal di Kalimantan Selatan. 
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d. Kegiatan Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi 

Investasi Daerah 

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 400.000.000,- dan teralisasi 

sebesar Rp. 386.425.300,- atau 96,61% dan realisasi fisik 

sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah 100% 

tersedianya bahan promosi investasi sebanyak 6 item yaitu: 

spanduk, brosur, buku, baliho, Leaflet, dan banner. Jumlah 

sektor potensi investasi yang teridentifikasi sebanyak 2 (dua) 

dokumen yakni Potensi Pariwisata Pesisir Pantai Daerah 

Kalimantan Selatan ; dan Dokumentasi Pemanfaatan Lahan 

Kosong untuk Perkembangan Pertanian, Perkebunan, dan 

Perikanan di Kalimantan Selatan . 

e. Kegiatan Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan dan 

Penanaman Modal 

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 350.000.000,- dan teralisasi 

sebesar Rp. 333.571.550,- atau 95,31% dan realisasi fisik 

sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah Inventarisasi 

dan updating data SIPID, LKPM online, investasi, perizinan dan 

non perizinan dengan realisasi 100% dan Kab/Kota yang telah 

menggunakan SIPID 5 Kab/Kota dan SIPIPISE (LKPM online) 11 

Kab/Kota sehingga capaian sebesar 61,00%. 

f. Kegiatan Forum Kawasan Industri Kalimantan Selatan 

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000 dan teralisasi 

sebesar Rp. 299.561.500,- atau 99,85 % dan realisasi fisik 

sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah 

terlaksananya forum investasi Kalimantan Selatan, dimana 

mempromosikan 2 kawasan industri dan 8 potensi investasi 

strategis Kalimantan Selatan. 
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2.   Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

994.801.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 794.464.600,- atau 

79,86% dan realisasi fisik sebesar 90,40%. Kegiatan–kegiatan yang 

telah dilaksanakan antara lain: 

a. Kegiatan Pengawasan dan Pelaksanaan Task Force Dalam 

Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi 

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 391.871.000,- dan teralisasi 

sebesar Rp. 323.261.900,- atau 82,49 % dan realisasi fisik 

sebesar 100%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya 

pengawasan dan pelaksanaan task force kepada perusahaan 

sebanyak 83 BAP. 

b. Kegiatan Monitoring Evaluasi Perkembangan dan 

Permasalahan Investasi 

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 338.780.000,- dan teralisasi 

sebesar Rp. 218.524.300,- atau 64,50 % dan realisasi fisik 

sebesar 88,37%. Adapun hasil kegiatan ini adalah 

terlaksananya monitoring evaluasi ke 76 perusahaan. 

c. Kegiatan Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi 

dan Pusat 

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 264.150.000,- dan teralisasi 

sebesar Rp. 253.036.000,- atau 95,79% dan realisasi fisik 

sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah pelaksanaan 

Rakernis atau RKPPMD dan Rakorpus atau KP3MN dengan 

persentase rekomendasi hasil Rakor yang ditindaklanjuti 

100,00%. 

3.  Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik 

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

336.550.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 311.508.200,- atau 

92,56% dan realisasi fisik sebesar 81.43%. Kegiatan–kegiatan yang 
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telah dilaksanakan antara lain: 

a. Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 24.000.000,- dan teralisasi 

sebesar Rp. 23.713.200,- atau 98,81 % dan realisasi fisik 

sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah 

melaksanakan survey kepuasan terhadap pemohon perizinan 

dan non perizinan sehingga dapat diketahui tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada Dinas 

Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan 

dengan nilai 78,80% (B). 

b. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 

9001:2008 

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 312.550.000 dan teralisasi 

sebesar Rp. 287.795.000,- atau 92,08% dan realisasi fisik 

sebesar 80,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah 

Terlaksananya pelatihan penyusunan standar pelayanan 

berdasarkan SMM ISO 9001:2015. 

4.  Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan 

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

1.069.530.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.020.766.900,- atau 

95,44% dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Kegiatan–kegiatan yang 

telah dilaksanakan antara lain: 

a. Kegiatan Sosialisasi Perizinan Produksi dan Industri 

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 130.000.000,- dan teralisasi 

sebesar Rp. 118.804.500,- atau 91,39% dan realisasi fisik 

sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah 

terlaksananya sosialisasi perizinan produksi dan industri 

sebanyak 2 kali, yaitu : 1) bidang kehutanan (pengelolaan hasil 

hutan) di Alalak, 2) bidang perikanan di Muara Kintap. 
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b. Kegiatan Sosialisasi Perekonomian dan Sosial 

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 70.500.000,- dan teralisasi 

sebesar Rp. 68.133.000,- atau 96,64% dan realisasi fisik sebesar 

100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya 

sosialisai perizinan bidang perekonomian dan sosial sebanyak 

13 kali. 

c. Kegiatan Rapat Koordinasi Perizinan Perekonomian dan 

Sosial dengan Instansi terkait dan Kab/Kota se Kalsel 

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 56.000.000,- dan teralisasi 

sebesar Rp. 53.441.200,- atau 95,43% dan realisasi fisik sebesar 

100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya rapat 

koordinasi perizinan dengan Instansi terkait dan Kab/Kota 

sebanyak 6 kali. 

d. Kegiatan Rapat Koordinasi Perizinan Produksi dan Industri 

dengan Instansi terkait dan Kab/Kota se Kalsel 

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan teralisasi 

sebesar Rp. 43.777.500,- atau 87,56% dan realisasi fisik sebesar 

100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya rapat 

koordinasi perizinan bidang produksi dan industri dengan 

Instansi terkait dan Kab/Kota sebanyak 1 kali yang 

menghasilkan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan. 

e. Kegiatan Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis 

Pemberian Izin Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan 

Sosial 

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 114.500.000,- dan teralisasi 

sebesar Rp. 111.904.000,- atau 97,73% dan realisasi fisik 

sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah 

terlaksananya peninjauan lapangan untuk syarat teknis 

pemberian izin sebanyak 41 kali. 
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f. Kegiatan Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis 

Pemberian Izin Bidang Perizinan Produksi dan Industri 

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- dan teralisasi 

sebesar Rp. 140.748.500,- atau 93,83% dan realisasi fisik 

sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah 

terlaksananya penijauan lapangan untuk syarat teknis 

pemberian izin sebanyak 35 kali. 

g. Kegiatan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan 

Perizinan secara online 

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 498.530.000 dan teralisasi 

sebesar Rp. 483.958.200,- atau 97,08% dan realisasi fisik 

sebesar 100,00%. Adapun hasil kegiatan ini adalah tersedianya 

aplikasi dan database perizinan secara online. 
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D.  SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN 

WAJIB/PILIHAN 

   Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 

072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi 

untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan.  

   Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelayanan Publik di 

bidang perizinan dan nonperizinan produksi dan industri, dari tugas-

tugas pokok tersebut dapat diketahui fungsi Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, 

antara lain sebagai berikut : 

1) Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu didaerah;  

2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim 

penanaman modal; 

3) Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang 

dapat mebarik penanaman modal;  

4) Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman 

modal;  

5) Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri; 

6) Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian 

dan social; dan 

7) Pengelolaaan kegiatan kesekretariatan. 
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E.  JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN 

GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL 

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap susunan 

kepegawaian yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan guna menunjang tugas 

dan fungsinya saat ini sebagai berikut : 

 Sumberdaya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan 

diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SD atau Sekolah Dasar dan 

jenjang paling puncak yaitu jenjang Serjana S2. Komposisi pegawai 

berdasarkan kualifkasi pendidikan dapat dilihat di table 2.1 

 
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 

No Kualifikasi Pendidikan Jumlah Total Ket 

L P 

1 2 3 4 5 6 

1 Sekolah Dasar (SD) 1 - 1  

2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) - - -  

3 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 10 8 18  

4 Diploma Satu (D-1) - - -  

5 Diploma Tiga (D-3) 1 2 3  

6 Diploma E mpat (D-4) - - -  

7 Sarjana (S-1) 20 9 29  

8 Sarjana (S-2) 10 3 13  

9 Sarjana (S-3) - - -  

                    Jumlah PNS 42 22 64  

1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 1 - 1 *) 

2 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 7 2 9 *) 

3 Sarjana (S-1) 2 5 7 *) 

 Jumlah Non PNS 10 7 17  

 Jumlah Seluruh Karyawan DPMPTSP 52 29 81  

           Keterngan :  *) Pegawai Tenaga Kontrak 

   Dari jumlah  pegawai  sebanyak  81 ( Delapan Puluh Satu )  orang  

karyawan   ini ke mudian ditentukan   komposisi   pegawai berdasarkan  

pangkat golongan. 
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Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan 

No Pangkat dan Golongan Jumlah Total Ket 

L P 

1 2 3 4 5 6 

1 I/d     Juru Muda - - -  

2 II/a    Pengatur Muda  1 - 1  

3 II/b    Pengatur Muda Tk.I 1 1 2  

4 II/c    Pengatur 6 1 7  

5 II/d    Pengatur Tk.I  - 1 1  

6 III/a   Penata Muda 6 - 6  

7 III/b   Penata Muda Tk.I 10 12 22  

8 III/c   Penata 4 4 8  

9 III/d   Penata Tk.I 5 3 8  

10 IV/a   Pembina 4 - 6  

11 IV/b   Pembina Tk.I 5 - 5  

12 IV/c   Pembina Utama Tk.I - - -  

13 IV/d   Pembina Utama - - -  

 JUMLAH 42 22 64  

 

           Komposisi   pegawai  berdasarkan   jabatan    struktural   dan  

fungsional untuk  menentukan   seberapa   besar tanggung jawab   yang   

diemban  pegawai. Seperti  kita    lihat   di tabel 2.3  jabatan  eselon I  

adalah  jabatan  tertinggi   dan  belum ada  karyawan dari Badan 

Perizinan yang menjabatnya. 

 

Tabel 2.3 

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional 

No Struktural dan Fungsional Jumlah Total 

L P 

1 2 3 4 5 

1 Eselon I 0 0 0 

2 Eselon II.A 2 0 1 

3 Eselon III.A 7 1 4 

4 Eselon IV.A 10 2 3 

5 Fungsional - 2 2 

6 Non Struktural / Fungsional 22 18 16 

 Jumlah 41 23 64 
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F.  ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN 

 Alokasi anggaran pada Dinas Penenaman Modal dan PTSP 

Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 adalah terdiri dari Belanja 

Tidak Langsung (BTL) untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar 

Rp6.714.014.000 dan Belanja Langsung (BL) untuk pelaksanaan 

program kegiatan sebesar Rp11.610.738.000. Adapun realisasi 

anggaran sebesar 89,04% BL dan 93,07% BTL. Sedangkan realisasi 

fisik berupa output kegiatan sebesar 98,27%. Realisasi anggaran 

Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2017 disajikan pada tabel berikut  : 

No 
Program /No.DPA/ 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Pagu Dana 

Serapan (%) 

Sisa Pagu Output keu Fisik 

1  Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran   

3,829,982,000.00   86.61 100.00  512,662,900.00   

  • Penyedian Jasa Teknis 

Perizinan   
Tersedianya jasa 
teknis perizinan  

282,840,000.00  99.70 100.00   848,000.00   

  • Penataan Perpustakaan 

  
Terlaksananya 
penataan 
perpustakaan  

58,856,000.00  97.92 100.00   1,224,400.00   

  • Rapat-rapat koordinasi 
dan konsultasi dalam 

daerah   

Terlaksananya rapat 
dan koordinasi 
dalam daerah  

350,000,000.00  99.39 100.00   2,141,000.00   

  • Rapat-Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi Ke Luar 

Daerah   

Terlaksananya rapat 
koordinasi dan 
konsultasi ke luar 
daerah  

1,174,000,000.00  83.42 100.00   194,599,400.00   

  • Penyediaan Makanan 

dan Minuman   
Tersedianya 
makanan dan 
minuman  

356,510,000.00  78.49 100.00   76,683,000.00   

  • Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor   
Terpenuhinya 
logistik kantor  

330,560,000.00  59.95 100.00   132,403,500.00   

  • Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan   

Tersedianya bahan 
bacaan dan 
peraturan 
perundang-
undangan  

100,500,000.00  70.85 100.00   29,297,000.00   

  • Penyediaan Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan   

Tersedianya barang 
cetak dan 
penggandaan  

132,000,000.00  95.38 100.00   6,093,500.00   

  • Penyediaan Alat Tulis 

Kantor   
Tersedianya alat tulis 
kantor  

110,000,000.00  99.67 100.00   361,000.00   
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  • Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor   
Tersedianya alat-alat 
kebersihan  

205,000,000.00  99.95 100.00   108,900.00   

  • Penyediaan Jasa 

Administrasi Keuangan   
Tersedianya jasa 
administrasi 
keuangan  

202,800,000.00  95.54 100.00   9,050,000.00   

  • Penyediaan Jasa 
Telekomunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik   

Terpenuhinya listrik, 
air dan komunikasi  

426,416,000.00  87.25 100.00   54,361,100.00   

  • Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat   
Tersedianya jasa 
surat menyurat  

15,500,000.00  64.94 100.00   5,433,600.00   

  • Penyediaan Komponen 
Instalansi 
Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor   

Tersedianya 
komponen instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor  

85,000,000.00  99.93 100.00   58,500.00   

2  Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur   

1,606,095,000.00   85.29 100.00   236,195,780.00   

  • Pengadaan 
Perlengkapan Gedung 

Kantor   

Tersedianya 
perlengkapan 
gedung kantor  

193,000,000.00  91.46 100.00   16,489,700.00   

  • Pengadaan Peralatan 

Gedung Kantor   
Terlaksananya 
pengadaan peralatan 
kantor  

77,000,000.00  83.54 100.00   12,677,860.00   

  • Pengadaan Komputer   Terlaksananya 
pengadaan 
komputer  

100,000,000.00  82.49 100.00   17,505,120.00   

  • Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Gedung 

Kantor   

Terpeliharanya 
gedung kantor  

371,572,000.00  99.73 100.00   1,021,200.00   

  • Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional   

Terlaksananya 
pemeliharaan 
kendaraan 
dinas/operasional  

388,190,000.00  57.81 100.00   163,772,800.00   

  • Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Peralatan 

Gedung Kantor   

Terlaksananya 
pemeliharaan 
peralatan gedung 
kantor  

161,000,000.00  91.20 100.00   14,164,100.00   

  • Rehabilitasi 
Sedang/Berat Gedung 

Kantor   

Terlaksananya 
rehabilitasi gedung 
kantor  

315,333,000.00  96.65 100.00   10,565,000.00   

3  Program Peningkatan 
Kapasitas 
Sumberdaya 
Aparatur   

300,000,000.00   71.60 100.00   85,193,000.00   

  • Kursus, Pendidikan, 
Pelatikan,Sosialisasi. dan 

Bimbingan Teknis PNS   

Terlaksananya 
kursus, pendidikan, 
pelatihan, sosialisasi 
dan bimbingan 
teknis PNS  

300,000,000.00  71.60 100.00   85,193,000.00   
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4  Program 
Pengembangan 
Sistem Perencanaan, 
Pelaporan, Capaian 
Kinerja dan Keuangan   

145,000,000.00   98.92 100.00  1,570,500.00   

  • Penatalaksanaan 
Perencanaan dan 
Pelaporan Program 

Penanaman Modal   

Tersedianya 
dokumen 
penatalaksanaan, 
perencanaan dan 
pelaporan kinerja  

120,000,000.00  98.69 100.00   1,570,500.00   

  • Penyusunan Pelaporan 
Triwulan dan Pelaporan 

Keuangan Akhir Tahun   

Tersedianya laporan 
keuangan akhir 
tahun  

25,000,000.00  100.00 100.00   0.00   

5  Program Peningkatan 
Promosi dan 
Kerjasama Investasi   

3,328,780,000.00   95.10 100.00  163,243,250.00   

  • Forum Kawasan 
Industri Kalimantan 

Selatan   

Terlaksananya Rakor 
Kawasan Industri 
Batulicin  

300,000,000.00  99.85 100.00   438,500.00   

  • Pelaksanaan Sistem 
Informasi Perizinan dan 

Penanaman Modal   

Terlaksananya 
pelatihan SIPID 
kepada Kab/Kota, 
Terlaksananya 
updating data SIPID  

350,000,000.00  95.31 100.00   16,428,450.00   

  • Pelayanan Penanaman 

Modal   
Terlaksananya 
koordinasi pelayanan 
penanaman modal   

278,780,000.00  94.08 100.00   16,502,450.00   

  • Penyusunan Dokumen ( 
BUKU ) Peluang dan 
Potensi Investasi Daerah 

  

Tersedianya data 
dan informasi 
potensi penanaman 
modal  

400,000,000.00  96.61 100.00   13,574,700.00   

  • Penyelenggaraan 

Pameran Investasi   
Terlaksananya 
pameran investasi   

1,700,000,000.00  93.68 100.00   107,515,450.00   

  • Pengembangan dan 

Pemberdayaan Usaha   
Terlaksananya 
koordinasi untuk 
pengembangan dan 
pemberdayaan 
usaha  

300,000,000.00  97.07 100.00   8,783,700.00   

6  Program Peningkatan 
Iklim Investasi dan 
Realisasi Investasi   

994,801,000.00   79.86 96.00  200,336,400.00   

  • Perencanaan 
Penanaman Modal 
Tingkat Provinsi dan 

Pusat   

Terlaksananya 
RKPPMD, KP3MN 
dan sinkronisasi 
program terkait 
pengembangan 
penanaman modal  

264,150,000.00  95.66 100.00   11,471,600.00   

  • Monitoring Evaluasi 
Perkembangan dan 

Permasalahan Investasi   

Terlaksananya 
monitoring evaluasi  

338,780,000.00  64.50 88.00   120,255,700.00   
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  • Pengawasan dan 
Pelaksanaan Task Force 
Dalam Rangka 
Penyelesaian 

Permasalahan Investasi   

Terlaksananya 
pengawasan dan 
pelaksanaan task 
force  

391,871,000.00  82.49 100.00   68,609,100.00   

7  Program Peningkatan 
Kapasitas dan 
Kualitas Layanan 
Publik   

336,550,000.00   92.56 90.00 25,041,800.00   

  • Penyusunan Indeks 

Kepuasan Masyarakat   
Melaksanakan 
survey kepuasan 
pemohon perizinan  

24,000,000.00  98.81 100.00   286,800.00   

  • Penyusunan Standar 
Pelayanan SMM ISO 9001 

: 2008   

Terlaksananya 
pelatihan 
penyusunan standar 
pelayana  

312,550,000.00  92.08 80.00   24,755,000.00   

8  Program Kualitas dan 
Kemudahan 
Pelayanan Perizinan 

  

1,069,530,000.00   95.44 100.00  48,763,100.00   

  • Peninjauan Lapangan 
Untuk Syarat Teknis 
Pemberian Produksi dan 

Industri   

Terlaksananya 
pelayanan perizinan 
dibidang produksi 
dan industri  

150,000,000.00  93.83 100.00   9,251,500.00   

  • Aplikasi dan Sistem 
Informasi Pengelolaan 

Perizinan Secara Online   

Tersedianya aplikasi 
dan database 
perijinan secara 
online  

498,530,000.00  97.08 100.00   14,571,800.00   

  • Peninjauan Lapangan 
Untuk Syarat Teknis 
Pemberian Izin Bidang 
Perizinan Sarana 
Perekonomian dan Sosial 

  

Terlaksananya 
peninjauan lapangan 
untuk syarat teknis 
pemberian ijin  

114,500,000.00  97.73 100.00   2,596,000.00   

  • Rapat Koordinasi 
Perizinan Perekonomian 
dan Sosial Dengan 
Instansi Terkait dan 

Kab/Kota Se Kalsel   

Terlaksananya 
koordinasi perijinan 
dengan instansi 
terkait dan kab/kota  

56,000,000.00  95.43 100.00   2,558,800.00   

  • Sosialisasi Perizinan 

Produksi dan Industri   
Terlaksananya 
sosialisasi perizinan 
produksi dan 
industri  

130,000,000.00  91.39 100.00   11,195,500.00   

  • Sosialisasi Perizinan 
Perekonomian dan Sosial 

Se Kalsel   

Terlaksananya 
sistem pelayanan 
perizinan yang 
transparan  

70,500,000.00  96.64 100.00   2,367,000.00   

  • Rapat Koordinasi 
Perizinan Produksi dan 
Industri Dengan Instansi 
Terkait dan Kab/Kota Se 

Kalsel   

Terlaksananya 
pelayanan perijinan 
dibidang produksi 
dan industri  

50,000,000.00  87.56 100.00   6,222,500.00   

  Total 
11,610,738,000.00  89.04 98.25   1,273,006,730.00 
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G.  PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

Alur atau proses kegiatan pekerjaan dimulai dari Kepala Sub Bidang 

sebagai ujung tombak proses kegiatan dan PPTK yang kemudian 

diteruskan kepada Kepala Bidang untuk koreksi selanjutnya 

disampaikan kepada pimpinan untuk mendapat arahan dan 

persetujuan. Adapun tahapan proses perencanaan pembangunan Dinas 

Penanaman Modal dan PTSP dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Rapat teknis bidang penanaman modal; 

2. Membuat Renja Tahun 2017 mengacu ke RENSTRA SKPD di 

serahkan ke Bappeda Prov. Kalsel; 

3. Proses Perencanaan oleh Bappeda untuk kegiatan Tahun 2017; 

4. Pembuatan, pengusulan, dan penyampaian RKA-SKPD Tahun 

Anggaran  2017; 

5. Verifikasi Renja Awal RENJA-SKPD Tahun 2017; 

6. Penerbitan Renja Akhir Melalu beberapa tahap penyempurnaan; 

7. Pembahasan RKA-SKPD di serahkan ke Badan Keuangan Daerah 

dan pengesahan dari tim verifikasi; 

8. Terbitnya DPA-SKPD Tahun 2017; 

9. Pembuatan Penetapan Kinerja Tahun 2017; 

10. Pelaksanaan Kegiatan SKPD Tahun 2017; 

11. Usul Pembuatan RKA-SKPD Perubahan Tahun 2017; 

12. Pembahasan di Badan Keuangan Daerah oleh Tim verifikasi ( 

Bappeda, Inspektorat,) 

13. Terbitnya DPPA-SKPD Tahun 2017; 

14. Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan DPPA-SKPD Tahun 2017. 
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H.  KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN (LENGKAP, 

KURANG, MENCUKUPI ATAU LAINNYA) 

 Kondisi sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Desember tahun 2017 

disajikan pada tabel berikut. 

No JenisPerlengkapan Jumlah KondisiBarang Keterangan 

Rusak Baik 

1 2 3 4 5 6 

1 Gedung 1 unit  Baik Gedung Baru 

2 Mobil Dinas Roda 4  11 Buah  Baik 4 Dari Pemprov, 6 Pengadaan 

Langsung, 1 dimutasikan ke 

Dinas Sosial  

3 Sepeda Motor) 9 Buah  Baik Pengadaan Langsung 

4 Perkakas Bengkel Listrik 1 Buah  Baik  

5 Perkakas Pengangkat 

Bermesin Lainnya  

1 Buah Rusak  Mesin Generator 

6 Alat Pemeliharaan 

Tanaman 

1 Buah  Baik Mesin Pemotong Rumput 

7 Mesin Tik 7 Buah  Baik  

8 Mesin Fotocopy 3 Buah  Baik  

9 Almari Besi 28 Buah Rusak Baik 23 Baik, 5 rusak 

10 Rak Besi 9 Buah  Baik  

11 Rak Kayu 6 Buah  Baik  

12 Filling Besi 79 Buah Rusak Baik 70 Baik, 9 rusak 

13 Brankas 2 Buah  Baik  

14 Lemari Kaca 3 Buah  Baik  

15 Alat Penyimpanan 

Lainnya 

1 Buah  Baik Credensa Ruang Recepsionis 

16 Papan Visual 3 Buah  Baik Papan Visual Elektronik 

17 Alat Penghacur Kertas 2 Buah  Baik  

18 Papan  Nama Instansi 1 Buah  Baik Papan Baliho 

19 Mesin Absensi 3 Buah Rusak Baik 2 Baik,1 rusak 

20 Alat Kantor Lainnya ( 

Infokus ) 

2 Buah Rusak Baik di Ruang Aula 

21 Alat Kantor Lainnya ( 

Partisi ) 

2 Buah  Baik Ruang Kepala dan Rapat 

22 Alat Kantor Lainnya 

(Walpaper) 

1 Buah  Baik Ruang Kepala 

23 Lemari Kayu 6 Buah Rusak  Baik 4 rusak 

24 Kursi Besi/Metal 3 Buah  Baik  

25 Meja Rapat 17 Buah  Baik Ruang Aula 

26 Meja Makan 6  Baik Dapur/kantin 
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27 Meja Recepsionis 2 Buah  Baik  

28 Meja Tambahan 1 Buah  Baik Meja Kecil  

di Ruang Kepala 

29 Kursi Rapat 85 Buah  Baik Di Ruang Rapat 

30 Kursi Tamu 13 Buah  Baik  

31 Kursi Tangan 5 Buah  Baik  

32 Kursi Putar 8 Buah  Baik  

33 Bangku Tunggu 3 Buah  Baik  

34 Kursi  Lipat 44 Buah  Baik  

35 Meja Komputer 5 Buah  Baik  

36 Tikar 1 Buah Rusak  Digudang 

37 Sofa 15 Buah  Baik  

38 Kaca Bening 3 Buah  Baik Kaca polos dimeja Kepala 

39 Meubelair Lainnya 1 Buah  Baik  

40 Korden 3 Buah  Baik  

41 Karpet 10 Buah  Baik  

42 Rak TV 2 Buah  Baik  

43 Sketsel/Penyekat 1 Buah  Baik  

44 Jam Mekanis 17 Buah Rusak Baik 8 rusak 

45 Alat Pengukur Lainnya 7 Buah  Baik Jam Dinding 

46 Mesin Penghisap Debu 1 Buah  Baik  

47 Lemari Es 6 buah  Baik  

48 AC Split 42 buah Rusak Baik 6 rusak 

49 Kipas Angin 10 buah  Baik  

50 Alat Dapur  Lainnya 8 Buah  Baik peralatan dapur 

51 Televisi 11 buah  Baik  

52 Sound System 1 set  Baik  

53 Unit Power Supply 1 Buah  Baik UPS 

54 Stabilizer 11 Buah  Baik  

55 Dispencer 10 buah  Baik  

56 Alat Rumah Tangga Lainnya 1 buah Rusak  Infokus  

57 Alat Rumah Tangga Lainnya 2 buah Rusak  Zenset dan penghisap Debu 

58 Alat Rumah Tangga Lainnya 10  buah Rusak  Ica dan Targa 

59 Alat Rumah Tangga Lainnya 1 buah Rusak  Karpet 

60 Alat Rumah Tangga Lainnya 3 Buah  Baik Granit , Credenza dan Backdroft 

61 Alat Rumah Tangga Lainnya 2 buah  Baik Mesin pompa air 

62 Alat Rumah Tangga Lainnya 6 buah   Antene TV 

63 Alat Rumah Tangga Lainnya 25 buah   Kotak sampah dan Kembang hias 

64 Alat Pemadam Portable 1 Buah    

65 Komputer unit/Jaringan 

Lainnya 

12 buah  Baik Komputer 

Server,Mikrotik,Switch,Acces 

Point, Data Storage dan Kabel UPT 

66 Komputer / PC. Unit 53 Buah Rusak Baik 24  rusak 

67 Laptop 8  Buah  Baik  

68 Notebook 46 Buah Rusak Baik 14 rusak 

69 Personal Komputer  Lainnya 16  Buah  Baik  

70 Hardisk 3 buah Rusak Baik 2 Baik, 1 Rusak 

71 Printer  64  Buah Rusak Baik 30  rusak 

72 Peralatan Mini Komputer 

Lainnya 

1 Buah  Baik Flasdisk 



 
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) dan LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAEAH (LPPD) TAHUN 2016 

73 Monitor 1 Buah  Baik  

74 Scanner 2 Buah  Baik  

75 Keyboard 1 Buah    

76 Peralatan Personal Komputer 

Lainnya  

30 Buah  Baik Flasdisk, Tinta Botol , Catridge, 

UPS, Stavol, Mouse dan  Hardisk 

77 Peralatan Personal Komputer 

Lainnya 

2 Buah  Baik LCD Proyektor 

78 Meja Kerja Pejabat Eselon II 3 Buah  Baik  

79 Meja Kerja Pejabat Eselon III 6 Buah  baik  

80 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 18 Buah Rusak Baik 9 Baik, 9 Rusak 

81 Meja Kerja Pejabat Non Struktural 77  Buah Rusak Baik 10 Rusak 

82 Meja Rapat Pejabat 11 Buah  Baik Ruang Kepala dan Aula 

83 Kursi kerja Pejabat Eselon II 3 Buah  Baik  

84 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 4 Buah  Baik  

85 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 18 Buah Rusak Baik 5 Rusak 

86 Kursi Kerja Pejabat Non  

Struktural 

128 Buah    

87 Kursi Rapat Ruangan Rapat 

Staf 

25 Buah  Baik Diaula 

88 Kursi Tamu Diruang Pejabat 

Ess 

2 Buah  Baik  

89 Lemari Arsip untuk Arsip 

Dinamis 

4 Buah  Baik Lemari kayu kaca 

90 Lemari Arsip untuk Arsip 

Dinamis 

42  buah  Baik Lemari besi 

91 Lemari Arsip untuk Arsip 

Dinamis 

4 Buah  Baik Lemari besi kaca 

92 Camera + Attachment 4 Buah  Baik  

93 Proyektor + Attachment 4 Buah  Baik Diruang aula 

94 Peralatan Studio Visual 3 Buah Rusak  kamera 

95 Peralatan Studio Visual 12 Buah  Baik Televisi dan Bracket 

96 Peralatan Studio Visual  49 Buah  Baik Alat2 sound system  

97 Peralatan Studio Visual 2 set  Baik Kamera CCTV 

98 Telepon ( Pabx ) 2 set  Baik Server 
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I. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 

1. Permasalahan 

Kalimantan Selatan termasuk daerah yang relatif aman dan 

kondusif sebagai tempat berinvestasi sekalipun ada beberapa 

permasalahan yang memerlukan penyelesaian  yang arif dan 

bijaksana. 

Secara umum permasalahan investasi di Kalimantan Selatan 

yang teridentifikasi adalah sebagai berikut : 

1) Peraturan perundang-undangan belum optimal, baik di tingkat 

pusat, provinsi maupun kabupaten/kota khususnya dalam 

penanganan pelayanan. 

2) Pentingnya peningkatan kemampuan aparatur DPMPTSP Provinsi 

Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugasnya terutama 

yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara professional sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

3) Perlunya peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

terhadap perusahaan PMA/PMDN. 

4) SOP dan Flowchart dari SKPD yang melimpahkan wewenangnya, 

belum semuanya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi 

Kalimantan Selatan karena terkendala adanya Peraturan 

Kementerian/Lembaga masing-masing SKPD. 

5) Tim Teknis tidak berada dalam satu tempat sehingga pihak PTSP 

harus menyampaikan kembali untu permintaan pertimbangan 

teknis yang berhubungan dengan permohonan izin tertentu. 

6) Jaringan internet kurang optimal sehingga proses perizinan yang 

dilakukan secara online tidak sesuai dengan ketentuan SOP. 

7) Untuk perizinan disektor perikanan (izin kapal) dan disektor 

perhubungan (izin perpanjangan trayek yang menjadi 

kewenangan) proses perizinan sudah dilakukan secara online, 

maka bagi pemohon minimal harus mempunyai HP android agar 

dapat mengaksesnya. 
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2. Solusi 

 Melengkapi beberapa permasalahan tersebut di atas dengan 

memanfaatkan Tim TASK FORCE telah diupayakan 

penyelesaiannya baik Task Force di pusat maupun didaerah. Hal 

ini guna mengembalikan iklim investasi yang lebih kondusif. 

Tugas dari pada Tim Task Force ini meliputi berbagai aspek 

permasalahan yang dihadapi oleh para investor khususnya 

investor PMA/PMDN. 

 Melakukan rapat-rapat koordinasi guna pemecahan masalah yang 

terkait dengan stakeholder. 

 Upaya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai terus 

dilakukan baik yang bersifat formal maupun non formal, seperti 

pelatihan, pendidikan, kursus-kursus dan sebagainya. Ini 

dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi aparatur. 

 Pembinaan dan pengawasan dan pengendalian terhadap 

perusahaan PMA/PMDN terus dilakukan, agar perusahaan 

PMA/PMDN berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 

berlaku. 

 

J.  PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIRAIH 

1. Juara I stand terbaik Medan Intradex Expo 2017 

2. Juara I stand terbaik Makasar Miattec 2017 

3. Juara I stand terbaik Bali TTI Expo 2017 

4. Juara II stand terbaik Jogja Jiattec Expo 2017 

5. Juara III stand terbaik Batam Bittra Expo 2017 

6. Juara III stand terbaik Malang Inparda 2017 

7. Stand terbaik Bidang Informasi Investasi Miattex Expo 2017 

 

K.  HAL-HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU DILAPORKAN 

- 
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II. DEKONSENTRASI 

A. Dekonsentrasi yang diterima 

1. Dasar Hukum 

DIPA Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM 

RI) Nomor 065.01.159002 

2. Instansi Dekonsentrasi 

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) 

3. Program dan Kegiatan 

Program Peningkatan daya saing penanaman modal, kegiatan 

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal wilayah IV 

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2017 adalah sebesar 

Rp273.932.750,00 atau 91,31 persen dari anggaran belanja sebesar 

Rp300.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 

Semester II TA 2017 adalah sebagai berikut: 

Realisasi Belanja Semester II TA 2017 

Anggaran Realisasi % 

Belanja Barang 300.000.000 273.932.750 91,31

  Total Belanja Kotor 300.000.000 273.932.750 91,31

Pengembalian Belanja 0 0 0

Jumlah 300.000.000 273.932.750 91,31

2017
URAIAN

 

5. Kinerja Pelaksanaan Dekonsentrasi 

Dana Dekonsentrasi yang diturunkan BKPM RI kepada DPMPTSP 

Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2017 bertujuan 

untuk mengawasi perusahaan baik PMA maupun PMDN yang 

melaksanakan kegiatannya di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 

dengan target 61 perusahaan. Adapun pelaksanaannya, DPMPTSP 

dapat merealisasikan sebanyak 66 perusahaan, sehingga capaian 

kinerja sebesar 108,2%. 
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III. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

Kerjasama dengan pihak ketiga 

1.  Mitra yang Diajak Kerjasama 

1) PT.Sucofindo Prima Internasional Konsultan (Sprint Consultan) 

Merupakan anak perusahaan dari PT.Sucofindo (Persero) yang 

memberikan serangkaian jasa konsultansi dan pelatihan yang 

menyeluruh untuk mewujudkan pelayanan prima, salah satunya 

adalah konsultansi pelatihan sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015.  

2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia. 

2. Bidang Kerjasama 

1) Pendampingan ISO 9001:2015 oleh PT.Sucofindo Prima 

Internasional Konsultan. 

Ruang lingkup pekerjaan adalah batasan pekerjaan yang tercakup 

dalam kegiatan Pengadaan Jasa Tenaga Ahli (Konsultan) Sistem 

Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu : 

a. Kick Of Meerting 

b. Pembentukan Tim ISO 

c. Kajian Awal 

d. Pelatihan Awareness dan Interprestasi SMM ISO 9001:2015 

e. Identifikasi Proses Bisnis dan Peta Risiko 

f. Pengembangan Dokumentasi 

g. Review dan Penyempurnaan Dokumen Sistem 

h. Finalisasi Dokumen 

i. Implementasi Sistem 

j. Tinjauan dari Implementasi 

k. Pelatihan Audit Internal dan Simulasi Audit Internal 

l. Pelaksanaan Audit Internal 

m. Tindakan Koreksi Audit Internal 

n. Rapat Tinjauan Manajemen 
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2) Identifikasi/Kajian Potensi Sektoral oleh LPPM STIE Indonesia  

1) Potensi Pariwisata Pesisir Pantai Daerah Kalimantan Selatan   

2) Dokumentasi Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Perkembangan 

Pertanian, Perkebunan Perikanan di Kalimantan Selatan. 

3. Nama Kegiatan  

1) Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001:2015 

2) Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi Investasi 

Daerah 

4. SKPD Penyelenggara Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

bekerjasama dengan PT.Sucopindo Prima Internasional Konsultan 

(Sprint Consultan) dan LPPM STIE Indonesia Banjarmasin. 

5. Sumber dan Jumlah Anggaran 

APBD 

1) Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001:2015 

Rp196.000.000,00. 

2) Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi Investasi 

Daerah Rp200.000.000,00. 

6. Jangka Waktu Kerjasama 

1) Jadwal pelaksanaan kegiatan Pendampingan pengembangan dan 

penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 selama 90 

(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan 

Kontrak. 

2) Jadwal Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen (Buku) 

Peluang dan Potensi Investasi Daerah yaitu pelaksanaan pekerjaan 

penelitian adalah selama 80 (delapan puluh) hari kerja terhitung 

sejak tanggal penandatanganan Kontrak. 
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7. Hasil (Output) dari Kerjasama 

1) Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan SMM ISO 9001:2015 

menghasilkan Dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

2) Kegiatan Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi 

Investasi Daerah menghasilkan 2 Dokumen Kajian Sektoral 

Potensi Investasi di Kalimantan Selatan. 
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IV. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) LPPD TAHUN 2017 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD terdiri dari : 

1. Lampiran 1.1 : Tataran Pengambil Kebijakan  

LAMPIRAN LPPD DAN LKPJ GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 

URUSAN PENANAMAN MODAL 

Nomor 
IKK 

IKK Jenis Data 
Capaian 
Kinerja 

Keterangan / Data Dukung 
yang dibutuhkan 

          

39 
Jumlah 
persetujuan 
investasi 

Persetujuan ijin  

investasi  pada Tahun 
2017, sebanyak  13 ijin 
dengan total nilai 
investasi sebesar 
Rp12,536,762,800,000 

 

Daftar ijin dan realisasi 
Investasi yang dikeluarkan oleh 
SKPD yg mengelola investasi 
PemProv pada tahun 2017   

32 

Kenaikan / 
penurunan Nilai 
Realisasi 
Investasi (milyar 
rupiah) 

Realisasi Investasi thn 
2016 sebesar 
Rp9.504.960.000.000 
Realisasi Investasi 2017 
sebesar 
Rp6.151.300.000.000    

 

 FC Daftar rincian realisasi 
PMDN tahun 2016 dan 2017 
ditandatangani oleh pejabat 
yang berwenang  

  Promosi Investasi 
Pelaksanaan Pameran, 
Expo, Forum Investasi 

10 kali 
Pelaksanaan pameran investasi 
dalam negeri dan luar negeri 

  

Sistim Informasi 
Manajemen 
Pemerintahan 
Provinsi 

Aplikasi / Software 
Penunjang Urusan 
Penanaman Modal 

 aplikasi 

Aplikasi yang dikelola oleh 
pusat dan daerah: 
- SPIPISE (Sistem Pelayanan 
Informasi dan Perizinan 
Investasi Secara Elektronik) 
- SIPID (Sistem Informasi 
Potensi Investasi Daerah) 
- SIMAPAN (Sistem Aplikasi 
Perizinan Online) 
- Aplikasi Reminder 
- BI (Business Intelegent) 

- API (Angka Pengenal Impor) 
Online 
- SIMKADA (Sistem Informasi 
Izin Kapal Daerah) 

  
Banjarbaru,     Januari 2018 

  
 KEPALA DINAS PM DAN PTSP 

  
PRIVINSI KALIMANTAN SELATAN 

     

     

  
Ir. H. Nafarin, MP 

  
Pembina Utama Muda 

  
NIP 19620513 198903 1 011 
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2. Lampiran 1.2 : TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) 

ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD 

TAHUN 2017 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

NO IKK Rumus Jenis Data Satuan Elemen Data 
Capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 6 

1 

Jumlah 

Program 

Nasional yg 
dilaksanakan 

oleh SKPD 

Jumlah program 

Nasional yang 

dapat 

dilaksanakan oleh 
SKPD dibagi 

jumlah program 

Nasional x 100% 

- Jumlah program 

Nasional (RKP) 
1 

100% - Jumlah program 

nasional yang 
dilaksanakan SKPD 

1 

2 

Keberadaan 

Standard 

Operating 

Procedure 
(SOP) 

Ada atau tidak ada 

sebutkan ada banyak 1 

(satu) yang terdiri dari:  

1 SOP Ada • SOP Pelaksanaan 

Kegiatan Urusan 

Penanaman Modal 

3 

Jumlah PERDA  
pelaksanaan 

yang ada 

terhadap 

PERDA yang 

harus 
dilaksanakan 

menurut 

PERMEN 

Jumlah PERDA 

pelaksanaan 

PERMEN  yang ada 

dibagi  jumlah 

PERDA yang harus 

dilaksanakan 
menurut PERMEN 

x 100% 

-PERDA  pelaksanaan 0 

  - PERDA yang 

seharusnya 

0 

4 

Rasio struktur 

jabatan dan 

eselonering 

yang terisi 

Jumlah jabatan 

yang ada (yang 

diisi)  dibagi 

-     Jabatan yang 

ada 
23 

100% 

jumlah jabatan 

yang ada x 100% 

-     Jabatan yang 

harus ada 
23 

5 

Keberadaan 
jabatan 

fungsional 

dalam struktur 

organisasi 

SKPD 

Ada atau tidak ada 

jabatan fungsional 

dalam struktur 

organisasi SKPD 

Apabila Ada, sebutkan 
nama bidang/jabatan 

fungsional. 
Pranata Komputer Ada 

1. Arsiparis 2. 

Pustakawan 3. Pranata 

Komputer 

6 
Rasio PNS 
Provinsi 

Jumlah PNS SKPD  

terhadap Total PNS 
Provinsi 

- PNS SKPD 59 
0,92% 

- Total PNS Provinsi 6400 

7 

Pejabat yang 

telah 

memenuhi 

persyaratan 
pendidikan 

pelatihan 

kepemimpinan 

Jumlah pejabat 

yang memenuhi 

persyaratan 

pendidikan 

pelatihan 
kepemimpinan 

dibagi jumlah 

pejabat SKPD yang 

ada x 100% 

-  Pejabat yang 

memenuhi syarat 

diklatpim 

15 

65% 

- Pejabat yang ada 23 

8 

Pejabat yang 

telah 

memenuhi 
persyaratan 

kepangkatan 

Jumlah pejabat 

yang memenuhi 

persyaratan 
kepangkatan 

dibagi Jumlah 

- Pejabat yang 

memenuhi kepangkatan 
22 

96% 

- Jabatan yang ada\ 23 
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pejabat SKPD yang 
ada x 100% 

9 

Keberadaan 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

di SKPD 

-RENSTRA 
SKPD 

-RENJA SKPD 

-RKA-SKPD 

Ada atau tidak ada  

dokumen 

perencanaan SKPD 
berikut jumlahnya 

Apabila Ada. Sebutkan 

dokumen yang ada 

tahun 2015, sebanyak --

---  jenis, yg terdiri dari: 

  

Ada 1 RENSTRA SKPD 3 jenis dokumen 

2. RENjA SKPD   

3. RKA SKPD   

10 

Jumlah 

Program RKPD 
yang 

diakomodir 

dalam RENJA 

SKPD 

Jumlah Program 

RKPD yang 

diakomodir dalam 
RENJA SKPD 

dibagi jumlah 

program dalam 

RENJA SKPD  yang 

ditetapkan pada 

RPJMD x 100% 

-  Program RKPD yang 

diakomodir dalam Renja    

    SKPD 

6 

100% 
- Program Renja SKPD 

yang ditetapkan dalam  

   RPJMD 

6 

11 

Jumlah 
Program 

RENJA RKPD 

yang  

diakomodir 

dalam RKA 
SKPD 

Jumlah Program 
RENJA RKPD yang 

diakomodir dalam 

RKA SKPD dibagi 

jumlah program 

dalam RKA SKPD x 
100% 

- Program RENJA 
RKPD yang diakomodir 

dalam   

   RKA SKPD 

6 

100% 

- Program dalam RKA 

SKPD 

6 

12 

Jumlah 

Program 

RENJA SKPD 

yang 

diakomodir 

dalam DPA 
SKPD 

Jumlah Program 

RENJA SKPD yang 

diakomodir dalam 

DPA SKPD dibagi 

jumlah program 

dalam DPA SKPD  
x 100% 

- Program RENJA 

SKPD yang diakomodir 

dalam DPA SKPD 

6 

100% 

- Program dalam DPA 

SKPD 

6 

13 

Anggaran 

SKPD terhadap 

total belanja 

APBD 

Alokasi anggaran 

SKPD dibagi total 

APBD x 100% 

- Total Anggaran SKPD Rp         11.610.738.000  

  
- Total Belanja APBD   

14 

Belanja modal 

terhadap total 
belanja SKPD 

Belanja modal 

dibagi total belanja 
SKPD x 100% 

- Belanja Modal SKPD Rp              798.727.320 
6,88% 

- Total Belanja SKPD Rp         11.610.738.000 

15 

Total Belanja 

pemeliharaan 

dari total 

belanja barang 

dan jasa 

total belanja 

pemeliharaan dari 

total belanja 

barang dan jasa 

SKPD) x 100% 

- Total belanja 

pemeliharaan SKPD 
 Rp             404.511.300  

3,99% 
- Total belanja barang 

jasa SKPD 

Rp         10.146.915.000  

16 

Total Belanja 
pemeliharaan 

dari total 

belanja SKPD 

total belanja 
pemeliharaan 

dibagi total belanja 

SKPD x 100% 

- Total belanja 
pemeliharaan SKPD 

Rp              404.511.300  
3,48% 

- Total Belanja SKPD Rp         11.610.738.000  

17 

Keberadaan 
laporan 

keuangan 

SKPD (Neraca, 

Calk) 

Ada atau tidak ada 
laporan keuangan 

SKPD berikut 

komponen yang 

ada (Neraca, Calk) 

Apabila Ada, Laporan 

keuangan ada, sebanyak 

3  jenis, sbb: 

  

Ada 

sebanyak 

3 jenis 

1. Neraca   

2. Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) 
3 Jenis  

3. Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CaLK) 
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18 

Keberadaan 
inventarisasi 

barang atau 

asset SKPD 

Ada atau tidak ada 
inventarisasi 

barang atau asset 

SKPD 

Apabila Ada, Sebutkan 

jenis dokumennya.  
- Kartu Inventaris 

Barang (KIB) 

- Berita Acara 

Inventarisasi BMD 

ada 

tidak ada 
Ada 

19 

Jumlah asset  

yang tidak 
digunakan oleh 

SKPD 

Jumlah asset  

yang tidak 

digunakan SKPD  
dibagi total asset  

yang dikuasai 

SKPD    x 100 % 

-  Asset yang tidak 

digunakan, sebanyak ---

--- aset  (Rp . . . ) 

 NIHIL  

  
- Asset  yang dikuasai 

SKPD, sebanyak ------ 

aset  (Rp . . . ) 

Rp   20.281.751.066,00  

20 

Jumlah 

fasilitas / 

prasarana 

informasi : 

Jumlah fasilitas / 

prasarana 
partisipasi 

Sebutkan jenisnya    

Jumlah 

sebanyak 
4 jenis. 

1.     Papan 
Pengumuman 

1.     Papan 
Pengumuman 

  

2.     Pos 

Pengaduan 
2.     Leaflet   

3.     Leaflet 
3.     Pengumuman di 

Mass Media 
4 Jenis 

4.     Mobil 

keliling 
4. Pos Pengaduan   

5.     Pengumu

man di Mass 
Media 

5. .............   

6.     Lain-lain 6. .............    

21 

Keberadaan 

Survey 

Kepuasan 
Masyarakat 

Ada atau tidak 

adanya Hasil 

Survey Kepuasan 

Masyarakat 
terhadap 

Pelayanan publik 

Apabila Ada, sebutkan 

survey kepuasan 

3) Kotak saran 

pada Front Office 

4) kotak saran 

pada website 
5) Kuesioner 

Kepuasan Masyarakat 

Ada 

 
 

Banjarbaru,     Januari 2018 

 
 

KEPALA DINAS PM DAN PTSP 

 
 

PRIVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

Ir. H. Nafarin, MP 

 
 

Pembina Utama Muda 

 
 

NIP 19620513 198903 1 011 
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Demikian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan 

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) yang mencerminkan 

keadaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun Anggaran 2017, semoga bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

 

Banjarbaru,      Januari 2018 

 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

 

 

Ir. H. Nafarin, MP 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19620513 198903 1 001 

 

 



 
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) dan LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAEAH (LPPD) TAHUN 2016 

REALISASI INVESTASI 

INDIKATOR TAHUN SATUAN CAPAIAN 

- Penanaman Modal Asing (PMA) 

  

  

  

  

  

 

2010 US$  432,879,620  

2011 US$  353,220,440  

2012 US$  1,032,024,730  

2013 US$  652,191,340  

2014 US$  351,982,810  

2015 US$  713,729,850  

2016 US$  249,400,000  

 
2017 US$  243,800,000  

  
  

  

- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

  

  

  

  

  

  

2010 Rp  445,643,890,000  

2011 Rp  1,737,543,170,000  

2012 Rp  481,676,610,000  

2013 Rp  2,046,964,560,000  

2014 Rp  1,917,967,820,000  

2015 Rp  2,604,400,000,000  

2016 Rp  6,163,000,000,000  

 
2017 Rp  2,981,900,000,000  

  
  

  

- Total Investasi 
  

  

(PMA US$1=Rp10.000 + PMDN) 

  

  

  

  

  

2010 Rp 4,774,440,090,000 

2011 Rp 5,269,747,570,000 

2012 Rp 10,801,923,910,000 

2013 Rp 8,568,877,960,000 

2014 Rp 5,437,795,920,000 

2015 Rp  9,197,658,500,000  

(PMA US$1=Rp13.000 + PMDN) 2016 Rp  9,504,960,000,000  

 
2017 Rp  6,248,820,000,000  

  
  

  

- Pertumbuhan Investasi 

  

  

  

  

  

2011 % 10.37% 

2012 % 104.98% 

2013 % -20.67% 

2014 % -36.54% 

2015 % 58.83% 

2016 % 10.05% 

 2017 % -34.26% 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
Ir. H. Nafarin, MP 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19620513 198903 1 001 
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NILAI PERSETUJUAN INVESTASI / RENCANA INVESTASI 

INDIKATOR TAHUN SATUAN CAPAIAN 

- Izin Investasi PMA 

  

  

  

  

  

  

2010 US$ 696,332,300 

2011 US$ 464,999,150 

2012 US$ 1,439,532,490 

2013 US$ 71,313,800 

2014 US$ 333,767,670 

2015 US$  854,925,400  

2016 US$  235,599,500  

 
2017 US$  357,406,400  

  
  

  

- Izin Investasi PMDN 

 

 

 

 

 

 

2010 Rp 956,589,410,000 

2011 Rp 11,415,368,000,000 

2012 Rp 21,018,178,000,000 

2013 Rp 7,316,319,450,000 

2014 Rp 17,624,807,310,000 

2015 Rp  1,501,468,400,000  

2016 Rp  5,962,929,900,000  

 
2017 Rp  7,890,479,600,000 

  
  

  

- Total Rencana Investasi  
  

  

(PMA US$1=Rp10.000 + PMDN) 

  

  

  

  

  

2010 Rp 7,919,912,410,000 

2011 Rp 16,065,359,500,000 

2012 Rp 35,413,502,900,000 

2013 Rp 8,029,457,450,000 

2014 Rp 20,962,484,010,000 

2015 Rp  10,050,722,400,000 

(PMA US$1=Rp13.000 + PMDN) 2016 Rp  9,025,723,400,000 

  2017 Rp 12,536,762,800,000 

 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
Ir. H. Nafarin, MP 

Pembina Utama Muda 
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REKAPITULASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

JUMLAH 

PERIZINAN 

DAN 

NONPERIZINAN 

YANG 

DIKELUARKAN 

(dalam unit) 

1.139 3.618 

(217,65%) 

3.450 

(-4,64%) 

3.676 

(6,55%) 

2.982 

REALISASI 

PENERIMAAN 

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD) 

(dalam rupiah) 

50.350.000 264.895.500 261.841.500 505.027.300 

(target: 

464.000.000) 

Capaian: 

108,84% 

370.663.300 

 

Dengan rincian: 

1. Bidang Perizinan Produksi dan Industri, sebanyak 1.796 buah 

2. Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial, sebanyak 1.173 buah 

3. Bidang Perizinan Penanaman Modal, sebanyak 13 buah 
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